BUPATI HAL I\/IAH_ERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang :a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Minera
Bukan Logam dan Batuan dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksana
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Minerd
Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara R.l. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R.I. Nomor 3961);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Hamahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara R.l. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R.l. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.l Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara R.l. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara R.l. Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I.
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007
Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pgak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara R.l. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 5265);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Hamahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasai dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hamahera Selatan
(Lebaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hamahera Selatan Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
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Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

Pegjabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisas sosial politik atau organisasi yang sgenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

Pgjak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pgjak;

Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Masa Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pgjak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang;

Tahun Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;

Pgjak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pgjak, dalam
Tahun Pgjak, atau dalam Bagian Tahun Pgjak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpagjakan daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pgjak serta pengawasan penyetorannya;

Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh
Wajib Pgjak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak; objek pajak
atau bukan objek paak, atau harta dan kewagjiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

Surat Setoran Pgjak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pgak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan caralain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pagak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pgjak yang
telah ditetapkan;
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Surat Ketetapan Pgjak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnyatidak terutang;

Surat Tagihan Pgjak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpgakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pgak
Terutang, Surat Ketetapan Pgjak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pgak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pgak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat K eputusan K eberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pgjak Terutang, Surat Ketetapan Pgjak Daerah, Surat Ketetapan Pgjak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang digjukan oleh Wgjib Pgjak;

Putusan Banding adal ah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat K eputusan
Keberatan yang digjukan oleh Wajib Pajak;

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewgjiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pgjak tersebut;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesiona berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewagjiban perpajakan daerah atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa akan daerah;
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpgakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 1

Dengan nama Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pgjak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Pasal 2

(1) Objek Pgak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

a  Asbes
b. Batutulis
C Batu Kapur
d. Batuapung
e. Bentonit

f Dolomit
Feldspar

@



-

mm.

nn.
00.
Pp.

aq.
Ir.

tt.
uu.

VV.

Garam batu

Grafis

Granit/andesit

Gips

Kasit

Kaolin

Lausit

Magnesit

Mika

Marmer

Nitrat

Opsidien

Oker

Pasir dan kerikil

Pasir kuarsa

Perlit

Phospat

Tak

Batu Belah / Batu Pecah 1 - 2 cm
Batu Belah / Batu Pecah 2 -3 cm
Batu Belah / Batu Pecah 3—-5cm
Batu Belah / Batu Pecah 5— 7 cm

Batu Belah / Batu Pecah 12 — 20 cm

Batu Kepala

Batu Kepala= 20 cm

Batu Kerikil Sungai

Batu Kerikil Split Kacang
Batu Ornamen

Pasir Kasar

Pasir Halus

Split

Lapisan Pondasi Atas (LPA)
Lapisan Pondasi Bawah (LPB)
Pasir Batu (Sirtu) di saring
Pasir Batu (Sirtu) tidak di saring
Tanah Serap (fullers earth)
Tanah diatome

Tanah liat

Abu Batu

Tawas (alum)

Tras



(2)

©)

(1)

(2)

D

)

©)

ww. Yarosif
Xx. Zeolit
yy. Basa
zz. Traktit

Mineral bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan yang

dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang pertambangan dapat dikenakan pajak;

Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. kegiatan pengambilan Minera Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah
tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa
ar/gas,

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari

kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3
Subjek Pagjak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Minera Bukan Logam
dan Batuan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

BAB IlI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4
Dasar Pengenaan Pagjak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan.
Nila jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga penawaran yang
tercantum pada Dokumen perjanjian kerja (kontrak) dan dari hasil tersebut dikenakan pungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 10%. Adapun rumus perhitungannya sebagai
berikut :

Y = X x 10%

Dimana:
Y = Besaran yang dipungut
X = HargaMateria yang tercantum dalam dokumen perjanjian (kontrak)
sesuai penawaran

Nila jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten
Halmahera Selatan serta penggunaan lainnya yang tidak tertuang dalam dokumen perjanjian
kerja (Kontrak), pengenaan perhitungan pajak berdasarkan standar satuan harga (SSH) yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahun berjalan dengan rumus
perhitungan sebagai berikut :



Y = X x 10%

Dimana:
Y = Besaran yang dipungut
X = Sténdar Satuan Harga (SSH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Hamahera Selatan setiap tahun berjalan

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3).

().

)
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BAB Il
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 7
Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :

a. sistem pelaporan;
b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
c. sistem Wajib Pungut (WAPU).

Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagal berikut:

awagjib pgak mengis SPTPD;

b.wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD;
dan

c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

awgib pagak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral
bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pgak mineral bukan logam dan
batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas,

b.tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada
pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada
petugas pemungut di jalan (sistem TOL);

c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak
mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan
dipungut pajak pada saat itu;

d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pgjak
minera bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai

bentuk monitoring; dan
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Sistem wajib pungut (WAPU) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, adalah sebagai
berikut :

a. dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dagerah;
dilakukan kepada wajib pgak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di
Kabupaten Halmahera Selatan;

c. setigp rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak
mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nila kontrak wajib
melampirkan RAB dari kontrak;
2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib paak terlebih dahulu ke Dinas

Pengel olaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan SPTPD;

3. wajib pgak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan
berdasarkan SPTPD; dan

4. wagjib pgak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD
secara jabatan.

d. Tata cara pemungutan pgjak mineral bukan logam dan batuan untuk pekerjaan
yang dilaksanakan oleh kementrian, Lembaga, dan Provinsi sebagai berikut :

1. Kepala Bidang pendapatan pada Dinas Pengelola keuangan dan aset daerah
Kabupaten Hamahera Selatan menyampaikan Surat Permintaan data
kepadawajib pajak.

2.Melakukan verifikasi kepada wajib pajak terhadap dokumen pendukung
untuk dihitung.

3.Wgjib pgak melakukan pembayaran paak kepada kepada bendahara
penerimaan Bidang pendapatan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan atau Rekening Penerimaan Daerah

berdasarkan volume yang diverifikasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
Pasal 8

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pgjak yang dibayar sendiri oleh wajib
pajak (self assessment)

Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di
Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan
menggunakan SKPD.

Pembayaran pajak terutang oleh wajib pgak atau kuasanya melaui penerbitan SKPD
dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.

Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinss Maluku Utara Cabang
Labuha, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk
disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan atau melalui bendahara
penerima Dinas Pengel olaan Keuangan dan Aset Daerah.

Apabila pembayaran oleh Wgjib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang



undangan yang berlaku.

f.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh
pada satu hari kerja berikutnya.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD akan diatur dan/atau ditetapkan dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 9

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai
berikut:

1.

wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran

pajak harus mengagjukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan diserta

alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang digjukan

permohonannya;

permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun

pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepaa Dinas

paing lama 7 (tujuh) hari sgjak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang digjukan

permohonannya;

permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui

Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan Dinas

Pengelolaan K euangan dan Aset Daerah;

pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran

pajak terutang dalam masa pajak berjaan;

penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo

pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh

KepalaDinas;

pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);

perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagal berikut :

1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pgjak yang belum atau
akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. Pokok pagak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pgak terutang yang akan
diangsur dengan jumlah angsuran;

4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua
persen); dan

5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pgak terutang yang ditunda, yaitu

hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pgak terutang yang ditunda,
dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;



-10-

2. Besarnya jumlah pagjak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,
ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo
penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
i. Terhadap wajib pgjak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak

dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama
Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 10

(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika:
a paak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung; dan
c. wajib pgak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
adan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sgjak saat terutangnya pajak.

(3)SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4)Bentuk dan isi STPD akan diatur dan/atau ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 11
(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
(2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secaratertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala Dinas diserta dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan
melampirkan :

1.fotokopi KTP,
2.fotokopi SKPD; dan
3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan
surat keputusan pengurangan pajak;
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d. apabila permohonan pengurangan paak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan
kepada Wqjib Pgjak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(5 Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pagjak sebagaimana
akan diatur dan/atau ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BABV
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 12

(1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
terutang dilakukan terhadap STPD, SKPD KB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secaratertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala
Dinas dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sgjak diterbitkan STPD,

SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :

1. fotokopi KTP,

2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan

3.surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk
Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan
pengkajian dan penelitian;

c. Hasll pengkgjian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk
memberi keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh
Kepala Dinas;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

f. apabilasetelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas
belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dianggap dikabulkan; dan
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0. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian
pengurangan atau penghapusan sanksi administrates

(4). Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;

b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibububhi
tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang
memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.

(5). Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat
diterima, Kepaa Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda,
dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanks tersebut dikurangkan atau
dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.

(6) Wajib Pgak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
sgjak disetujuinya permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan K etetapan Pajak

Pasal 13

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau

membatal kan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:

a. adafakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya
paak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengauan
keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan
sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan
permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah
sanks administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.
Pasal 14

(1) Pengurangan atau pembatal an ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai
berikut :
a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
b. dalam surat permohonan wgjib pagak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
1. SKPD yang digjukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan

dan penghapusan sanksi administratif.
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(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pagak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas atau
atas usul Kepaa Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan
baru.

Pasal 15

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau permintaan
karena jabatan, Kepala Dinas meminta K epala Bidang Pendapatan untuk membahas

pengurangan atau pembatal an ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah
pertimbangan atas pengurangan/pembatal an ketetapan pajak.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan atas pengurangan/pembatal an ketetapan pajak,

Kepala Dinas memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan ketetapan paj ak.

Pasal 16

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang
Pendapatan segera :
a. melakukan pembatalan ketetapan pgak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru
dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD
dibatal kan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh)
hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak,
maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB VI
PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 17
(1) Daam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Dinas
berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah.
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Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal
pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang

diperiksa.

Apabila Wgjib Pgjak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas
pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pgak terutang dapat dilakukan
berdasarkan penghitungan nilai jua hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Daam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh
rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat
Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendampingi petugas pemeriksa paj ak.

Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pagjak, Kepala Dinas dapat meminta

bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang
diminta oleh petugas pemeriksa pgjak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewgjiban untuk
merahasiakan, maka kewagjiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan
pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat

(2)

mengaj ukan permohonan pengembalian kel ebihan pembayaran kepada K epala Dinas.

K elebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

a. pgak minera bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang; atau

b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya

terutang.

(3 Wajib Pgak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak

(4)

mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Dinas.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

a. permohonan digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
2. foto kopi SPTPD, SKPDLB dan
3. bukti pembayaran yang sah; dan
4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan

b. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak atau kuasanya.
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(5 Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai
dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sgjak tanggal
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak minera bukan logam dan

batuan, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.

(7) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pgak mineral bukan
logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(8 Apabila Wagjib Pgak mempunyai utang pagak lainnya, kelebihan pembayaran Pagjak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan segjak
diterbitkannya SKPDLB.

(10) Jika pengembalian kel ebihan pembayaran pgjak mineral bukan logam dan batuan dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kel ebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan
batuan.

Pasal 19

(1) Daam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan
logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas
kelebihan pembayaran pajak minera bukan logam dan batuan.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada
mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun
anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun- tahun
sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAY AAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan
batuan ditugaskan kepada Dinas Pengel olaan K euangan dan Aset Daerah.
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(20 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja
sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas
Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur penetapan Harga
Standar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Halmahera Selatan yang
berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatangga diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
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padatanggal 5 Agustus 2015
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Diundangkan di Labuha
padatanggal 5 Agsutus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI| SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 17



